BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan kawasan pariwisata
Danau Asmara dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Waibao sebagaimana yang

telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan pariwisata Danau Asmara dikelola oleh pemerintah desa Waibao yang secara
teknis ditangani oleh Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis). Kegiatan pengelolaan
dilakukan dengan mendapatkan bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Flores Timur, dan juga masyarakat setempat. Namun kegiatan pengembangan
dinilai belum maksimal sebab keterlibatan dari pihak lain semisal travel agent dan hotel
agent, belum diupayakan hingga sekarang.

2. Intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata
Danau Asmara terkendala oleh status kepemilikan lahan yang menjadi hak dari
masyarakat adat lokal. Fakta ini yang menyebabkan ruang gerak pemerintah menjadi
sangat terbatas sehingga alokasi anggaran tidak dapat dilakukan dengan bersumber dari
dana alokasi khusus daerah Kabupaten Flores Timur.

3. Pemasukan dari retribusi pariwisata turut memberikan implikasi pada penerimaan
pendapatan asli desa (PADes) Waibao dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Namun
angka ini dinilai oleh pihak pengelola masih jauh dari target yang diinginkan. Hal ini
disebut disebabkan oleh faktor semisal keterbatasan sarana dan prasarana pendukung

semisal rumah makan dan penginapan.
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6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai pengelolaan kawasan pariwisata Danau Asmara adalah

sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Waibao perlu mengupayakan ruang pengembangan kawasan pariwisata
Danau Asmara turut melibatkan peran maksimal dari pemerintah daerah Kabupaten
Flores Timur.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur perlu secara serius membantu alokasi
anggaran untuk pengembangan kawasan pariwisata pada bidang pembangunan sarana dan
prasarana serta promosi.

3. Peran dan keterlibatan pihak seperti travel agent dan hotel agent perlu ditingkatkan demi

mendukung mobilisasi dan kenyamanan wisatawan.
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